
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
dalamKabupatenDaerah-DaerahPembentukan

Mengingat

a. bahwa untuk meIaks~akan keterirnan Pasal 35 Pcraturau
Menteri Dalam Negeri Nornor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan cl"'n Klasifilmsi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu =eruLJ.w Feraruran
Bupati Grohogan Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organlaast, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatall dan Tara Kerja Dinas Pemuda, Olah
Raga,Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Grobogan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimak sud
dalam huruI a di atas, perlu menetapkan Peraruran Bupaci
tentang Peruoahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nemor
65 Tabun 2016 tentang Kecludukan, SUGunan Orgauisast,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kcbudayaan dan Panwrsaza
Kabupaten Orobogan;

1. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undaog-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Menim:bang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT[ GROHUGAN,

PERATURAN BUPAT! GROBOGI\N

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl GROBOGAN NOMOR 65 TAHUN2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK. FUl\G~[.
UKAIAN TUGA.SJABATAN DAN TATA KER.JA DINAS Pj:MUDA. OLAH RAGA,

KEBUDAYAI\N DAN PARIWISATA KARUPATEN GROBOGAN
•

BUPAn GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

,



8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pernoenrukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembarnn Dacrab Kabupatcn Grobogan Tahun
2016 Nomor 15, 'Ti:tI:lbahanLembaran Daerah Kabupaten

GroboganNornor 15);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornnr 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembenrukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daeroh [Berjta Ncgara
R~publik Indonesia Tahun 2017 Nomor451);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembazan

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

'1'am!Jahnn Lcmbaran Neg.u-dRepublik lndonesra Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNornor 5494):

5. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tcntang

Pemeriruahan Daerab (Lembaran Negara l<epUblik

Indonesia Tabun 2014 Nomor 24~ Tambahan Lernbaran
Negam Republik Indonesia-Nomor 5587) sebagaimanatelah

diubah beberapa kill terakbir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Uncl::mg Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintxilitln Decrah (Lembaian Negara Republik

Indonesia 'rabun 2015 NomoI' 58, Tambahan Lembaran

Negara I<epublik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia
Tabun 2016 NOillor ·114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

•
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•Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupatcn
Grobogan (Berita Daerah Ka.bupatcn Grobogan Tahun 2016

Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Kerenruan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasall

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pernerintahan daerab yang memimpin

pelaksanaan urusan pcmcrintahan yang menjadi

keweoangan dac::rahotonom.

3. Supan adalah BupatiGrobogan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Orobogan.

5. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebuciayaan dan Pariwisata
yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda,
Olah Raga, Kebudayaan dan Partwisata Kabupaten

Orcbogan.

O. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga.
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogar..

7. Unit Pelaksana Teknis Oaerah yang selanjutnya disingkat
UPTO adalah Unit Pelaksana Teknis Oaerah pada Dinas

Penruda, Oiah Raga, Kcbudayaan dan Pariwisata
Ko.bupatcnGrobogan.

Pasel [
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunen Organisasi, Tugas

M~MUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN SUPATl GROBOGAN NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKA.'i, SUSUNAl'l ORUANISASI, TUGAS

POKOK, FUNGSI, URAIANTUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

DlNAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAY,\AN DAN

PARrWlSATAKABUPATENGROBOGAN.
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4. Pasal 27 dihapus,

3 Pasal.26dihapus.

(3) Bagan Organisasi UPI'D sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tcrca.nlum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. I<elompokJabatau Fungatonal 'rertenru,

a. Kepala UPTD; dan

(2) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pad a

ayat (1). terdiri dari :

(11 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk uno Pcngelola

Obyek Wisata Kelas B.

Pasal25

berikut·

2 Ketenruan l'asal 25 diuban serungga berbunyi sebagai

10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kumpulan

jabatan Iungsiona, tertefitu yang terrhri dari sejurnlah

tenaga ahli daJam jenjang jabatari fungslonal tertentu

yang lcrbagi dalam berbagai kelornpok sesuai

keahliannya.

•

mencapai rujuan organisasi,

9. Jabatan Fungsional Tertenru adaJah kedudukan yang

meounjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seorang pegawai Degen sipil dalcun suaru satuan

organisasi yang dalani pelaksanaan tugasnya yang

didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD eli lingkungan Dlnas

Pemuda, Olah Raga. Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Grobogan.
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c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pcngelolaan obyek wisata Daerah; dan

d. pelaksar..aan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang rugasnya.

(4) Kepala UPTD Pengelola Obyek W:sata Kelas B dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsl sebagaimana
dlmaknud pada ayat (2) dan ayat (3). mempunyai uraian
tugas jabatan :

a. menyusun rencana dan program kegiatan TlPTD
Pengelola Obyek Wisata Kelas S be.rdasarkan hasil
evaluasi kegjatan tahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangon;

(3) Kepala UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B dalarn
ruelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimakaud pada
ayat (2).mempunyai fungai :

a. penyuourien program kerja UPTD Pengelola Obyek
Wisala Kelas H;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan obyek

wisata Daerah:

•(2) Kepala UPTD Pengelola Obyek Wisata Kclas B
sebagaimana dimaksud ~a ayat (11. mempunyal rugas

pokok rnelaksanakan kcgiatan operasional dan/atau
kegiatan tcknis penunjang Dinas di pengelolaan obyek
wisata Daerah,

•

Pasal 2R

(1) UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B dipirnpin oleh
Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

6. Ketentuo.n Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai

berilrut:

ParagraI :.!

UPTDPengelola Obyek Wlsata Kelas B

5. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua BAS V diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:
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kewajibannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan olch
Bl.lpatL

(2) Dalarn mclakeanakan rugasnya KepaJa Dinas, sesretans,
KcpaJa Bidang, Kepala Sub Bagian, KepaJa Seksi dan

Kepala UPTDserta Kelompok Jabatan F'ungsional Tertentu
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi secara vertikal dan hor+sontal baik di

Dinas dalam melaksanakan rugas dan[I] Kepala

izinj'rekornendasi penggunaan obyek wieata Daercth;

h. menyiapkan bahan dan melakeanakan penatausanaan
sarana dan prasarana obyek wisata Daerah;

i. menyiapkan haban dan rnelaksanakan penatausahaan
peodapatan obyek wisata Daerah dan penyetoran ke
kas daerah;

J. menyiapkan bahan dan rnengelola aaet daernh; dan
It. rnenyiapkan baban dan melaksanakan peugawasan,

pemeliharaan/perawatan obyek wisata Daerah;
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (31 Pasal 31 diubah sehingga

berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 31

mernprosea pembcridanbabang. menyiapkan

b menjabarkan perintah atasan melalui pengxajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuat lingkup

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik

secare lisan maupun tertulis guna rneningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan informasi. masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmoriisasi pelaksanean kegiatau,

e. mempelajari dan mengkaji peraruran perundang­

undangan dan regulasi sektoral-terkart lainnya sebagai
bahan atau pedoman uatuk melaksanakan kegiatan;

C. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan

teknis eli bidang pengelolaan obyek wisata Daerah;•



Pasal 34

Kepala Bidang. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala
UP'fO serta Kelompuk -Jabatan Fungsional Tertentu di
lingkungan Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala
Dinas dan selanjutnya Sekretaris menyusun laporan berkala
KepaJa Dinas yang disampaikan kepada Bupati rnelalui
Sekretaris Daerah.

10. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (SSW) pasal,
yakni Pasa! 37A sehingga berbunyi sebagai berikut :

lingkungan Dinas maupur, antar sacuan orgarusasi di
lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
rnasing-masing.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, KepaJa Sub
Bagian, KepaJa Seksi dan KepaJa UP1'Dbertanggung jawab
memimpin, mengawasi dan rnengkoordio ...sikan bowahe.n

masing-rnasing dan berkewajiban membcrikan bimbingan
serta petuniuk bagi pelakeanaan iugas bawahannya, dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah­
langkoh yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

•8. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah sehingga berounyi
sebagai berikut : P

PasaJ 3'2
, (1) Sekretaris. Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala

Seksi dan Kepala lJPTO serta Kelompok Jabatan
FungsioneJ Tertentu wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk-petunjuk dan benanggung jawab kepada atasan
rnasing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat
pada waktunya.

(2) DaJarn melaksanakan rugasnya seriap puuptnan Satuan
Organisasi dibanru oleb pimpinaa unit satuan organisasi
bawahannya dan dalarn rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan, masrng-masing pirnpinar; satuan
erganisasl mengadakan rapat secara berkala,

9. Kelentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

,
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BERrTA DftERAH KABUPATEN OROBOGI\N TAHUN :.l018 NOMOR 26

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 07 Mei 2018

•

pengundangar, Peraruran Bupati ini dengan penempatannya..
dalarn Berita Daerah Kahnpaten Orobogan .

memenntahkanmengetahuinya.•orangsetiapAgar

Peraturan Bupati in, mulai berlaku pada ta.llggaidiundangkan,

Pasalll

Penataan kernbali personel, anggaran, saraoa dan prasarana

serta serah terima dokumen sebagai akibat penghapuean
UPTD berdasarkan Peraturen Rupaci ini dilakukan paling lama

tanggall .Ianuari 2019.

Pasa137A
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